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PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2016/PA.Kis.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan

putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Warga Negara Indonesia, Umur 36 Tahun, Pendidikan SMA,
Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di

Kabupaten Batubara, sebagai Penggugat,

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada KUSYANTO, SH & REKAN,
berkantor di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat,
Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi
Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07

April 2016, sebagai Kuasa Penggugat;
Melawan

Tergugat, Warga Negara Indonesia, Umur 43 Tahun, Pendidikan SMA, Agama
Islam, Pekerjaan Dagang, Beralamat di Kabupaten Batubara,

sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 April 2016
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan
register Nomor : 362/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 25 April 2016 telah
mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami — istri yang
sah menikah pada hari Sabtu tanggal 19 September 1998 Masehi dan telah
pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram
Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), sebagaimana Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor : 403/38/1X/1998, tertanggal 19 September
1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat selanjutnya berpindah-pindah dan
terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kembali di rumah

orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang
didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah
Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya
suami istri (ba’dadukhul) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni:

. Anak | (Laki-laki) umur 17 tahun;

. Anak Il (Perempuan) umur 15 tahun;

. Anak Il (Laki-laki) umur 12 tahun;

. Anak IV (Laki-laki) umur 4 tahun;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam
membina mabhligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan
tetapi pada pertengahan bulan Maret 2011 kehidupan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran

secara terus menerus dikarenakan:

- Tergugat adalah seorang suami yang pencemburu buta tanpa

alasan yang jelas;
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- Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada

Penggugat;

5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan

Tergugat;

6. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat tersebut
maka pada tanggal 08 Maret 2016 Penggugat memilih pisah ranjang
dengan Tergugat. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan
perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan
Gugatan Cerai ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran
Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama lebih kurang 7 hari

lamanya;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal

tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus
menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga
sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud Pasal

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup
beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Kisaran Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat
dan berkenan untuk “Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas

diri Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan

seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan
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menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua
Pengadilan Agama Kisaran Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Gugatan Cerai

Penggugat;

Berdasarkan hal — hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cg. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan
memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang
ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum amar

putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) atas diri
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan
hukum yang berlaku;

Atau : “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya ( ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh
kuasa hukum Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakillkuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya
dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasa
Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat
melalui kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan
Tergugat;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:
A. Surat

Satu lembar fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 403/38/1X/1998 tanggal 19
September 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara (dahulu Asahan), Propinsi
Sumatera Utara, telah di-nazageling oleh kantor pos, oleh Majelis Hakim

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti [P];
B. Saksi

1. Saksi |, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri,
tempat kediaman di Kabupaten Batubara, di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan Tergugat

suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai empat

orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat
dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 antara

Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat

dan Tergugat bertengkar;
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- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat karena Tergugat cemburu buta pada setiap orang yang
dekat dengan Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar pada
Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

tinggal sejak bulan Maret 2016 yang lalu;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan

Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat
dan Tergugat;
2. Saksi Il, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan lbu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batubara,
di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut;

Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat dan Penggugat menentu

saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1998 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orang tua Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat
orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011

antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran;
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- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat

dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut karena Tergugat cemburu buta pada Penggugat dan Tergugat

berkata kasar pada Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Maret 2016 yang lalu antara Penggugat dan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

-  Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan

Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat

dan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil
secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang
dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan

yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir oleh
karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat

(verstek);
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat [P] dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa  keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat
mengenai angka 1 sampai 7 pada posita gugatan Penggugat adalah fakta
yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti
fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 September 1998 Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;
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2. Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak
tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran;

4. Penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat cemburu buta pada Penggugat dan Tergugat bersikap kasar pada

Penggugat;

5. Kedua orang saksi Penggugat pernah melihat dan mendengar langsung

Penggugat dan Tergugat bertengkar;

6. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan

Maret 2016 yang lalu sampai sekarang;

7. Kedua orang saksi Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Kedua orang saksi Penggugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat,

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti tertulis [P] terbukti dengan sesungguhnya
Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 19
September 1998 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena
itu Penggugat dipandang secara formil sebagai pihak yang tepat dan

berkepentingan dalam perkara a quo;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis
namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering
bertengkar dan telah pisah rumah sejak bulan Maret 2016 yang lalu sampai

sekarang;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak

keluarga dan saksi namun tidak berhasil;
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B4

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara
suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan—pertimbangan di atas,
maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim
telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap
dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut,
oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan

gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (broken
marriage), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-
sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratan yang lebih besar

bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;
alaall Lz o sl xwlasll <5

Artinya : “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan
saksi keluarga di persidangan saksi tersebut menyatakan ketidaksanggupannya
untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan demikian
ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor
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3 Tahun 2006 dan diubah lagi oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo.
Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Surat
Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002,
tanggal 28 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan
Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat dan/atau tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya
meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp

441.000,00(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 Masehi
bersamaan dengan tanggal 03 Ramadhan 1437 Hijriah oleh kami
Dra. SHAFRIDA, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. DEVI OKTARI, S.HI, MH.,
dan MARDHA ARETA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh
RAHMAT ILHAM, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. SHAFRIDA, S.H

Hakim Anggota Hakim Anggota

Hj. DEVI OKTARI, S.HI, MH MARDHA ARETA, S.H

Panitera Pengganti,

RAHMAT ILHAM, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya ADM/ATK :Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp. 350.000,-
4, Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai :Rp. 6.000.-
Jumlah Rp. 441.000,-
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